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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Masukan dan 

Pajak Keluaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai terbayar pada CV. Aneka Elektro 

apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang 

berlaku atau belum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif yaitu peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan 

gambaran permasalahan mengenai bagaimana penghitungan, pencatatan, 

penyetoran, dan pelaporan atas pajak masukan dan pajak keluaran pada Pajak 

pertambahan nilai di CV. Aneka Elektro. Kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian yaitu proses penerapan pajak yang dilakukan diperusahaan sudah sesua 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun keterlambatan penyetoran dan 

pembayaran yang dilakukan, perusahaan harus membayar denda administrasi atas 

keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak tersebut.  

 

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak keluaran 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the effect of Input Tax and Output Tax 

on Value Added Tax paid on CV. Aneka Elektro is in accordance with the 

applicable Laws and Tax Regulations. Analysis of the data used in this study is 

descriptive method that is the researcher reveals, explains, and gives a description of 

the problem of how to calculate, record, deposit, and report on input tax and output 

tax on value added tax on CV. Various Electro. The conclusions obtained from the 

results of the research are the process of applying taxes carried out in the company 

already in accordance with the applicable tax regulations. As for the delay in 

deposits and payments made, the company must pay the administrative fine for the 

delay in depositing and reporting the tax. 

Keywords: Value Added Tax (VAT), Input Tax, Output Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembangunan nasional yang 

merata. Dana yang diperlukan untuk pembangunan nasional membutuhkan biaya 

yang sangat besar, dana tersebut diperoleh dari pajak. Pajak dapat diartikan 

sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha 

yang sudah terdaftar di PKP dari pendapatan usaha atau penghasilan orang pribadi  

yang disetorkan kepada kas negara yang bertujuan untuk pembangunan nasional 

terhadap perekonomian rakyat agar lebih luas dan merata. Kebijakan perpajakan 

dapat menjadi alat pemerintah untuk menentukan politik perekonomian untuk 

menggerakan roda perekonomian nasional. Pemerintah harus membuka jalan bagi 

siapa pun yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya 

tinggal memungut telu-telur emas dari pajak untuk kesejahteraan bangsa dan 

negara. 

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas 

setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen 

ke konsumen. Self assessment adalah sistem perpajakan yang dianut oleh 

Pemerintahan Indonesia, tahapan sistem ini yaitu pertama masyarakat 

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) kemudian menghitung pajak dari 

transaksi yang dilakukan, melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang 

terutang, sehingga untuk mempermudah proses tersebut pemerintah mengeluarkan 
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peraturan tentang perpajakan supaya bisa ditaati dan dipatuhi oleh seluruh Wajib 

Pajak (WP) yang sudah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).     

 Melihat kondisi objektif masyarakat Indonesia sistem pajak konsumsi 

tidak sepenuhnya dapat diterapkan mengingat masyarakat Indonesia kurang patuh 

dalam membayar pajak dan belum terbiasa dalam pembukuan. Banyak pakar yang 

berpendapat bahwa pajak konsumsi akan dapat meningkatkan jumlah savings dan 

investment yang dampaknya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi. Teknik pemajakan atas pertambahan nilai yang didasarkan pada metode 

pengkreditan pajak, dalam bentuk awalnya adalah evolusi dari praktik pemajakan 

atas penjualan yang notabene merupakan pemajakan atas konsumsi.  

 Milda (2011), meneliti tentang “ Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada 

PT. Agung Sumatera Samudera Abadi Medan”. Hasil yang ditemukan oleh Milda 

(2011) dapat disimpulkan bahwa perbedaan omzet yang dihasilkan yaitu karena 

perbedaan pengakuan penjualan dan pembuatan faktur pajak. Dan akun PPN yang 

diterapkan perusahaan telah memadai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan 

peraturan perpajakan. Andre (2009), meneliti tentang “Penerapan Akuntansi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Enam Enam Group Medan”. Hasil yang 

ditemukan oleh Andre (2009) yaitu perusahaan menunjukkan bahwa akun Pajak 

Pertambahan Nilai yang diterapkan perusahaan telah memadai sesuai prinsip-

prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, walaupun masih ada hal-hal yang 

belum dilaksanakan tetapi perusahaan berusaha untuk menyempurnakannya. 

CV. Aneka Elektro merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang  

jasa kontraktor listrik. Pada umumnya sebagian besar penghasilan perusahaan ini 

diperoleh dari penjualan jasa pemasangan baru listrik dan tambah daya listrik 
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tower Telkomsel, XL dan Indosat. CV. Aneka Elektro dalam melakukan 

pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran dilakukan pada setiap akhir bulan 

yaitu setelah dibuatkannya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan atas 

jasa. Pencatatan nilai pajak tersebut setelah adanya pembayaran dari vendor sesuai 

dengan tanggal jatuh tempo, tetapi seringnya pembayaran dari vendor lewat dari 

tanggal jatuh tempo sehingga untuk penyetoran pajak dan pelaporan pajak 

mengalami keterlambatan. Apabila ada keterlambatan dalam pembayaran dan 

pelaporan pajak menyebabkan perusahaan harus membayar denda pajak. Maka 

untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat diperlukan 

pencatatan mengenai akuntansi pajak yang sesuai dengan Undang-undang 

perpajakan No 42 tahun 2009. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, 

penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul  “Analisis Pengaruh Pajak 

Masukan dan Pajak Keluaran Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terbayar 

Pada CV. Aneka Elektro”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasikan masalah 

yaitu: 

1..Penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) belum sesuai dengan Undang-

Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai 

barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. 

2. Adanya kesalahan dalam pembuatan faktur, pencatatan dan penghitungan pajak 

masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh bagian pajak diperusahaan 

serta adanya pengembalian faktur yang di riject yang berpengaruh terhadap 

perhitungan pajak. 
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C. Batasan Masalah dan Perumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan masalah yang akan 

diteliti yaitu Penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran terhadap Pajak 

Pertambahan Nilai Terbayar pada CV. Aneka Elektro tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2017. 

2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan indentifikasi masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka 

penulis merumuskan beberapa masalah yaitu: 

a. Bagaimana penghitungan pajak masukan dan pajak keluaran di CV. Aneka 

Elektro? 

b. Apakah penerapan pajak masukan dan pajak keluaran terhadap Pajak 

pertambahan nilai terbayar sudah sesuai menurut Undang – Undang Perpajakan 

No 42 tahun 2009? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis  

memiliki tujuan sebagai  berikut: 

a. Menganalisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran pada  CV. Aneka 

Elektro. 

b. Menganalisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran terhadap pajak 

pertambahan nilai terbayar sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 42 

tahun 2009. 
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2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu: 

a. Bagi Perusahaan CV. Aneka Elektro  

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi kontribusi pemikiran yang dapat  

dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi, 

khususnya untuk bagian pajak dalam Penerapan Pajak Masukan dan Pajak 

Keluaran dalam prosedur pencatatan PPN terbayar. 

b. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dalam menambah 

wawasan dan referensi bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang yang 

akan meneliti tentang pajak masukan dan pajak keluaran terhadap pajak 

pertambahan nilai terbayar. 

c. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan bahan pebanding 

     untuk penelitian-penelitian lebih lanjut. 

 

E. Keaslian Penulisan 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andre (2009) dengan 

judul: “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Enam Enam 

Group Medan”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Pajak 

Masukan dan Pajak Keluaran Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terbayar Pada 

Cv. Aneka Elektro”. 

 Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang 

terletak pada: 
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1. Model Penelitian  

 Dalam penelitian terdahulu menggunakan model penerapan dengan korelasi 

untuk satu variabel. Dalam penelitian ini menggunakan model Penerapan 

dengan korelasi untuk tiga variabel. 

2. Variabel Penelitian 

Penelitian terdahulu menggunakan satu variabel terikat yaitu pajak 

pertambahan nilai. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu pajak 

masukan dan pajak keluaran dan satu variabel terikat yaitu pajak pertambahan  

     nilai terbayar pada CV. Aneka Elektro. 

3. Waktu penelitian 

Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2009 sedangkan penelitian ini tahun 2018. 

4. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian terdahulu di PT. Enam Enam Group  Jl. Kapt. Muslim Komp. 

Tata Plaza Blok B No. 22 Medan sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. 

Aneka Elektro Jl. Masjid Komp. Taman Kyoto Blok A No 12 Medan. 



8 
 

 

7 

2
5
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Dasar Perpajakan 

a. Definisi Pajak 

 Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan menjadi undang-undang “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Menurut Resmi (2014: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat 

jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Waluyo (2013: 2), 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintah”. 

  Terdapat beberapa unsur pajak antara lain: 

1) Pajak diambil berdasarkan UU yang berlaku. 

2) Tidak mendapatkan timbal balik secara langsung tetapi bermanfaat untuk 

kepentingan bersama. 
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3) Pajak diambil untuk membiayai pembangunan insfrastruktur bangsa dan negara 

4) Hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan pembayaran pajak oleh 

masyarakat. 

5) Fungsi pajak untuk pembangunan nasional disegala sector pemerintahan. 

 Lima unsur pokok dalam definisi pajak adalah: 

1) Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara. 

2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 

3) Pajak dapat dipaksakan. 

4) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi 

5).Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum 

pemerintah). 

Dari pengertian pajak diatas setidaknya ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada 

pajak yaitu Kontribusi atau Iuran wajib yang dibayarkan kepada penguasa 

(Negara). Dengan ciri-ciri ini, semua yang ada di negara Indonesia baik orang 

pribadi maupun badan (perusahaan,dll) wajib membayar pajak ke negara ketika 

sudah memenuhi persyaratan yang ada di undang-undang. 

Asas-Asas Pemungutan Pajak 

1) Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata 

2) Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang  

3) Convenience   

Pemungutan pajak harus “nyaman” bagi Wajib Pajak Baik terkait dengan 

waktu dan tempat pembayaran maupun pelaporan dan pelayanan. 
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4) Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin. 

Disamping itu ada beberapa manfaat pajak yaitu Pemerintah dapat mengatur dan 

mengendalikan dunia usaha, salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

b. Fungi Pajak 

 Sumber pendapatan negara bersumber dari pajak, pendapatan ini akan 

digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. 

Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk 

pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, 

pekerjaan publik, subsidi, dan biaya operasional negara. Ada beberapa fungsi 

pajak dari kegunaan pajak diatas yaitu: 

1) Fungsi Anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Demi 

perkembangan negara, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional 

dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara harus 

memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan 

negara melalui uang pajak.  

2) Fungsi Mengatur (regularend) 

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara 

Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan 

membantu ekonomi negara dan masyarakatnya.  

3) Fungsi Stabilitas 
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   Pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas  

perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. 

Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan 

pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4) Fungsi redistribusi pendapatan (pemerataan) 

Berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan 

kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk 

membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan 

lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan 

masyarakat. 

c. Jenis – Jenis Pajak 

  Menurut Resmi (2014: 7) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus ada 

pengelompokan jenis pajak yaitu pengelompokan menurut pemungutannya, 

menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 

Berdasarkan cara pemungutannya  pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak langsung 

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak ini dibuat secara berkala 

berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat dikantor pajak. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh) dan PBB. 

2) Pajak tidak langsung  

Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain, pajak ini 

ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar  

secara berkala. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai dan cukai. 
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Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak subjektif 

ajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar 

kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan. 

2) Pajak objektif 

pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa 

memperhatikan kondisi wajib pajak. Jadi pajak ini lebih terkait pada objek dan 

dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak Pusat 

merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini 

dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun 

kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh: PPh, PPN, 

dan PPnBM. 

2) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk 

rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat II maupun Pemda 

Tingkat I.. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain. 

d. Sistem Pemungutan Pajak 

 Resmi (2014: 11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga 

diantaranya: 

1) Official Assessment System 
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   Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.  

2) Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

3) With Holding system 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

e. Tarif Pajak 

Tarif Pajak menurut Resmi (2014: 14), ada 3 macam tarif pajak yaitu: 

1) Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapa pun 

besarnya dasar pengenaan pajak. 

2).Tarif proporsional (sebanding) yaitu tarif berupa persentase tertentu yang 

sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. 

3) Tarif Progresif (meningkat), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif 

dibedakan menjadi 4 yaitu : 

a) Tarif Progresif - Proporsional yaitu tarif berupa persentase yang semakin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan 

persentase tersebut adalah tetap. 
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b).Tarif Progresif- Progresif yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin 

     meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan 

persentase tersebut juga semakin meningkat. 

c) Tarif Progresif - Degresif yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi kenaikan 

persentase tersebut semakin menurun. 

d).Tarif Degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang semakin 

menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak dapat berupa 

angka atau persentase tertentu sesuai dengan pajak yang digunakan oleh 

masyarakat, sehingga masyarakat harus terus memperbarui setiap peraturan 

perpajakan yang berlaku di Indonesia. Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam 

proses pembayaran dan pelaporan pajaknya. 

 

2. Pajak Pertambahan Nilai 

a. Definisi Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) 

 Peranan yang terpenting dalam kehidupan suatu negara diperoleh dari 

pajak. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan baik dalam berbagai sektor 

pemerintah berusaha untuk melakukan pemerataan agar masyarakat hidupnya 

sejahtera. Dari pembayaran pajak inilah pemerintah mendapatkan pendapatan 

untuk memenuhi setiap pengeluaran pembangunan yang dilakukan negara. Pajak 

Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan 

karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung 

kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan dalam 

meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan 
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pembebanan pajak. 

 Menurut Wahono (2012: 264), “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak 

atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat 

di setiap jalur produksi dan distrbusi”. Menurut Waluyo (2009:  2) “Pajak 

Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah Pajak dikenakan atas 

konsumsi didalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun 

Konsumsi jasa”. Menurut UU Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak atas 

pertambahan barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah 

pengertiannya yaitu “Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi 

barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur 

produksi dan distribusi”. Dari pengertian Pajak Pertambahan Nilai diatas dapat 

disimpulkan yaitu Pajak atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam 

daerah pabean. 

 Pajak Pertambahan Nilai sudah beberapa kali mengalami perubahan dan 

yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 

pajak atas pertambahan barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. 

Perubahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kepastian hokum dan keadilan bagi pengenaan PPN. 

2) Perkembangan transaski bisnis, terutama dalam jasa yang telah menicptakan 

jenis dan pola transaksi baru. 

3) Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai. 

4) Mengurangi biaya kepatuhan. 

5) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

6) Meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara. 
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7) Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi. 

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pada dasarnya PPN merupakan generasi perkembangan dari pajak 

Penjualan yang dalam cara pembebabannya memiliki bentuk yang berbeda. Oleh 

sebab itu, menurut  Chairil Anwar (2014: 31) ada beberapa karakteristik Pajak 

Pertambahan Nilai antara lain sebagai berikut: 

1) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, 

tetapi diharapkan pihak ketiga untuk membayarnya. Dalam artian pembeli dan 

penanggung jawab penjual berada pada pihak yang berbeda. 

2) Non-cumulative 

Pengenaan PPN dilakukan pada saat mata rantai jalur produksi dan distribusi, 

PPN yang disetor ke kas negara hanya lah nilai tambah dari BKP/JKP yang 

bersangkutan yang didapatkan dengan mekanisme pajak keluaran – pajak 

masukan sehinnga pengenaan PPN tidak menimbulkan pajak ganda. 

3) Multi Stage Tax 

Setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dikenakan PPN 

dengan jumlah terutangnya dihitung sesuai nilai tambah pada setiap transaksi. 

4) Pajak Atas Konsumsi Umum 

Sebagai pajak atas konsumsi yang bersifat umum, PPN hanya dikenakan atas 

konsumsi BKP/JKP yang dilakukan di dalam negeri terhadap semua barang 

dan jasa. 

5) Netral  

PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa yang dalam pemungutannya 
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menganut prinsip tempat tujuan. 

6) Tidak Menimbulkan Efek Pajak Ganda 

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat 

diperhitungkan dengan PPN yang dipungut. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 Dari karakteristik PPN di atas dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki 

beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Tetapi sebagai suatu 

sistem, PPN juga tidak bebas dari kekurangan. 

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yaitu : 

1) Mencegah adanya pajak ganda. 

2) Netral dalam bidang perdagangan dalam dan diluar negeri. 

3) PPN atas barang modal dapat diperoleh pada bulan perolehan. 

4) Ditinjau dari sumber pendapatan negara. 

Selain kelebihan ada juga kelemahan Pajak Pertambahan Nilai yaitu : 

1) Biaya administrasi relatif tinggi jika dibandingkan dengan pajak tidak langsung 

2) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan 

konsumen maka semakin ringan beban pajak yang dipikul. 

3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  sangat  rawan terhadap upaya penyelundupan  

pajak akibat mekanisme pengkreditan pajak. 

4) Konsekuensi dari kelemahan tersebut menuntut pengawasan yang lebih cermat 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya oleh administrasi pajak. 

d. Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai 
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Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak ditemukan 

terminologi tentang subjek pajak untuk pajak Pertambahan Nilai seperti halnya 

penyebutan subjek pajak dalam UU PPh. Dalam PPN orang atau badan yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pajak antara lain memungut, 

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang disebut juga dengan Pengusaha 

Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 1 tahun 2012 subjek pajak 

dikategorikan sebagai berikut:  

a) Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pengertian pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 

yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya: 

1) Mengahasilkan barang 

2) Mengimpor barang 

3) Mengsekspor barang 

4) Melakukan usaha perdagangan 

5) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean  

6) Melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa 

dari luar daerah pabean 

b) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP  

Pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak atau Jasa kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih 

dari Rp 4.800.000.000,- . 

c).Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. 

d) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri dengan 



18 
 

 
 

     persyaratan tertentu. 

    Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi 

2) bangunan diperuntukka n sebagai tempat tinggal atau tempat usaha 

3) bangunan bersifat permanen 

4) tidak dibangun dalam lingkungan real estat 

5) pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau   

pekerjaan. 

e)  Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah 

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor    

Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah,  

termasuk Bendaharawan Proyek. 

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Objek pajak adalah segala sesuatu karena undang-undang dapat dikenakan 

pajak asalkan dipenuhi syarat. Berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 2009 

Pasal 4 ayat (1) Objek Pajak Pertambahan Nilai diklasifikasikan menjadi 2 (dua) 

yaitu:  

a) Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme umum 

1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. 

2) Impor Barang Kena Pajak. 

3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. 

4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 

di dalam Daerah Pabean. 
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5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. 

6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 

7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.  

8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 

b) Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme khusus 

1) Bangunan. 

2) PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dari dasar 

pengenaan pajak. 

3) Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri. 

4) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap tidak lebih 

dari dua tahun. 

5) Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah ditempat 

bangunan tersebut didirikan 

6) Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan 

setiap bulan. 

e. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

1) Tarif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

Tarif PPN menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah: 

a) Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). 

b) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen). 

d) Ekspor Barang kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 

0% (nol persen). 

e) PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai ekspor dan 



20 
 

 
 

 nilai lain. 

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai ada beberapa macam-macam tarif yaitu: 

a) Tarif Tunggal 

Tarif ini sangat memudahkan dalam pelaksanaan pencatatan dan pengawasan 

serta memudahkan dalam melakukan pemeriksaan. Contoh: tarif PPN yang 

berlaku di Indonesia adalah 10%. 

b) Tarif Majemuk 

Untuk tujuan keadilan pajak penggunaan tarif majemuk sangat efektif untuk 

bahan pokok atau orang yang berpenghasilan rendah akan dikenakan tarif 

rendah tetapi untuk orng yang berpengasilan tinggi akan dikenakan tarif tinggi. 

c) Tarif Efektif 

Tarif ini berlaku karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. 

d) Tarif Geografis 

Tarif yang berbeda untuk daerah tertentu, penggunaan tariff seperti ini rawan 

terhadap penyelundupan. Contoh: Meksiko dan Argentina 

e) Rate Harmonization 

Menyerasikan tarif pajak pada bebrapa negara terutama negara yang terlibat 

suatu kolaborasi seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Harmonisasi 

dalam pajak dapat terjadi dengan disepakati kaidah “destination principle” oleh 

semua negara yang berkolaborasi. Sehingga dapat menghindari pajak berganda 

internasional di suatu negara. 

Dalam pasal 10 dan 11 PP Nomor 1 Tahun 2012 jo Pasal 10 UU PPN 1984, 

tentang penghitungan PPN dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut: 

1) Pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis 
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Kontrak ini mencakup nilai kontrak, DPP dan besar Pajak Pertambahan Nilai 

yang terutang. 

2) PPN menjadi bagian dari harga 

PPN menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak, PPN yang terutang 10/110 dari harga atau 

pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP. 

3) Tidak menyebutkan nilai dalam kontrak atau perjanjian tertulis 

4) Tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban pemungutan PPN 

2) Dasar Pengenaan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012, Dasar Pengenaan Pajak 

yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang meliputi jumlah: 

a) Harga Jual. 

b) Penggantian. 

c) Nilai Impor. 

d) Nilai Ekspor. 

e) Nilai Lain. 

f. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 

Sebagai pajak tidak langsung, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan 

pada konsumen akhir melalui pemungutan cara bertingkat. Namun sebelum 

barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen. Panjang pendeknya jalur 

produksi atau jalur distribusi tidak mempengaruhi besarnya persentase beban 

pajak yang dipikul oleh konsumen dan tidak menimbulkan efek pajak ganda 

karena Pajak Pertambahan Nilai(PPN) hanya 
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dikenakan atas nilai tambah. Nilai tambah adalah suatu nilai yang merupakan 

hasil dari penjumlahan biaya produksi atau biaya distribusi serta pengeluaran-

pengeluaran lain dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Dengan demikian 

nilai tambah adalah nilai yang pengusaha tambahkan kepada bahan baku atau 

barang yang dibeli sebelum barang atau jasa tersebut dijual. 

 Menurut Chairil Anwar (2014: 25) terdapat tiga bentuk dasar pengenaan 

pajak yaitu sebagai berikut : 

1). Addition Method (Metode Tambahan) 

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dari seluruh jumlah unsur nilai tambah dari 

selisih antara harga jual dengan harga beli barang. Kemudian penjumlahan seluruh 

unsure nilai tambah tersebut dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku. 

Kelemahan metode ini adalah pengusaha dituntut memiliki administrasi 

pembukuan mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari 

masing-masing barang produksi atau barang dagangan yang dikerjakan dengan 

tertib dan akurat.  

2). Subtraction Method (Meyode Pengurangan) 

Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dihitung dari selisih antara harga jual 

dengan harga pembelian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Metode ini 

tidak memperhatikan apakah dalma harga beli barang tersebut terdapat bahan 

baku yang diambil langsung dari sumbernya yang merupakan unsure yang tidak 

terhitung Pajak Pertambahan Nilai. 

3). Indirect Subtraction Invoice or Credit Method (Pengurangan Tidak Langsung) 

Credit Methode yaitu selisih antara pajak yang dibayar dan pajak yang 

dipungut. Jadi Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah pengurangan antara Pajak 
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Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pengusaha saat melakukan penjualan 

dengan Pajak pertambahan Nilai yang di bayarkan pada saat melakukan 

pembelian. 

 Dari ketiga metode penghitungan tersebut UU PPN 1984 menganut Credit 

Method/Invoice Method/Indirect Subtraction Method. Hal ini tercermin dalam UU 

PPN 1984 dimana mekanisme pengurangan pajak yang dibayar pada saat 

pembelian terhadap pajak yang dipungut saat penjualan disebut mekanisme 

pengkreditan. Setia bulan Pengusaha Kena Pajak wajib menghitung jumlah pajak 

yang terutang dalam satu Masa Pajak.  

g. Klasifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

a) Pajak Keluaran 

Pajak keluaran adalah pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 

b) Pajak Masukan 

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 

dibayar oleh pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari 

luar daerah pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak. 

 Pengusaha Kena Pajak pada prinsipnya dapat mengkreditkan semua Pajak 

Masukan terhdapat Pajak Keluaran jika memenuhi syarat. Jika Pajak Masukan 

tidak bisa dikreditkan pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya atau 
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perolehan atau bisa dikapitalisasi menambah harga perolehan atas pembelian 

aktiva tetap. Pajak masukan yang dapat dikreditkan mempunyai ketentuan 

sebagai berikut : 

1) Pada Masa Pajak yang sama antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. 

2) Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan produksi sehingga belum 

melakukan penyerahan utang pajak. 

3) Pembuatan Faktur pajak atas transaksi Pajak Masukan. 

4) Selisih lebih besar pajak keluaran harus disetor ke Direktorat Jenderal Pajak. 

5) Selisih lebih kecil pajak keluaran disebut kelebihan pajak yang bisa 

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 

Sedangkan criteria untuk Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan 

diantaranya transaksi sebagai berikut: 

1) Pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP. 

2) Perolehan barang atau jasa yang tidak mempunyai hubungan langsung dalam 

kegiatan usaha. 

3) Pemeliharaan kendaraan bermotor. 

4) Perolehan Barang atau Jasa yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan 

perundang-undangan. 

5) Perolehan barang atau jasa yang tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN. 

3. Faktur Pajak 

 Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa 

Kena Pajak. Menurut Waluyo (2009: 270) “ Pengertian Faktur Pajak adalah bukti 
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pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan 

Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan 

pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) Bea dan Cukai”. 

 Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap 

penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean atau 

ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak  yang 

dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi 

setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi 

sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan 

Nilai. Faktur pajak harus memenuhi persayaratan formal dan material yaitu faktur 

pajak harus diisi lengkap , jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang 

ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. Faktur pajak harus berisi 

keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP atau 

JKP didaerah Pabean. 

 Faktur Pajak Standart yaitu semua dokumen-dokumen tertentu yang 

diperlukan sebagai Faktur Pajak Standart. Dalam faktur pajak standar harus 

dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan 

Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:  

1) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak. 

2) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau 

Penerima Jasa Kena Pajak. 

3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga 
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4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. 

5) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut. 

6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak  

7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. 

 Adapun fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap 

dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi 

adalah Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses 

kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat. 

Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak yaitu: 

a) E-Registration 

Adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan 

maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem 

yang berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak secara online. 

b) E-SPT 

E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik 

atau dengan menggunakan media computer. Yang dapat diaplikasikan adalah 

lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN. 

c) E-Filling 

E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem 

online dan real time. 

d) E-Payment 

E-Payment adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan 

menggunkan media elektronik online seperti internet, sehingga memudahkan 

wajib pajak dalam pembayaran pajak. 
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e) E-Faktur 

E-faktur pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat 

melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

F) E-Nofa 

 E-Nofa adalah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak.  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 

yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015 terdapat beberapa ketentuan 

pelaksanaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk 

Elektronik supaya PKP mudah dalam hal pembuatan dan pelaporan. Pembuatan 

Faktur Pajak secara elektronik ini sudah tidak memerlukan lagi tandatangan basah 

pada Faktur Pajak, serta Faktur Pajak dapat dikirimkan kepada Customer dalam 

bentuk softcopy (bentuk pdf) tanpa perlu diprint hardcopynya. Maka saat 

pembuatan e-faktur ini, dibutuhkan adanya sertifikat elektronik yang dijadikan 

sebagai sertifikat (pengenal) yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas 

yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik 

untuk pembuatan e-faktur. 

Sesuai yang dianut di Indonesia prinsip perpajakan self-assessment tentang 

pelaporan pajak, wajib pajak harus melakukan penghiutngan yang sesuai dengan 

data faktur pajak yang dikeluarkan. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 

(SPT) merupakan bentuk tanggungjawab wajib pajak yang telah dipenuhi dalam 

suatu masa pajak. Wajib pajak harus melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan 

walaupun hasilnya nihil. Menurut Waluyo (2009: 22), “Surat Pemberitahuan 



28 
 

 
 

Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak 

Dan/atau harta atau kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan”.   

4. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut 

SAK dan UU Perpajakan 

  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian 

dan penjualan terhadap Branga Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Apabila Pengusaha 

Kena Pajak (PKP)  melakukan pembelian Barang Kena Pajak maka akan di 

kenakan Pajak Masukan.  Selanjutnya bila Pengusaha Kena Pajak tersebut 

melakukan penjualan atas Barang Kena Pajak tersebut maka  mereka berhak untuk 

melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang telah mereka setor  

sebelumnya dan hal II merupakan Pajak keluaran. Seperti halnya pendapatan, 

Pajak Pertambahan Nilai juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara 

pengkurangannya. Menurut Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian laporan 

dalam SAK ETAP (2007 : 22: par.92) di jelaskan bahwa : “ Penghasilan di akui 

dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang 

berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah  terjadi dan  

dapat  di  ukur  dengan  andal.  Ini  berarti  pengakuan  penghasilan terjadi dengan 

pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban  (misalnya, kenaikan bersih 

aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang 

timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus di bayar)”. 

  Menurut UU Perpajakan no.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Di jelaskan 

bahwa : “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima 
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atau diperoleh   wajib   pajak,   baik   yang berasal   dari   Indonesia   maupun   

dari   Luar Indonesia, yang dapat di apakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun”. Pengukuran  pendapatan  dalam  PSAK  no.  23  (2007: 23.10: par.37)  

di  jelaskan bahwa “ Pendapatan harus di ukur dengan nilai wajar imbalan yang di 

terima atau yang  dapat  di  terima”. Dalam  UU  Perpajakan  no.42  Tahun  2009 

di  jelaskan bahwa  “Pajak Pertambahan Nilai  yang  terutang   di   hitung   dengan  

Dasar Pengenaan Pajak”. Dalam UU PPN no. 42 Tahun 2009 terutang pajak 

terjadi pada saat : 

a) Penyerahan Barang Kena Pajak 

b) Impor Barang Kena Pajak 

c) Penyerahan Jasa Kena Pajak 

d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 

e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luat Daerah Pabean 

f) Ekspor Barang Kena Pajak 

5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Akuntansi pajak pertambahan nilai adalah akuntansi yang tujuannya untuk 

memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan juga 

melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Penggunaan informasi akuntansi untuk 

mengambil keputusan tidak hanya terbatas pada pimpinan perusahaan saja. 

Manajemenpun membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu dalam 

mengevaluasi kegiatan perusahaan yang sedang berjalan dan merencanakan 

kegiatan mendatang. Para penanam modal (investor) pada suatu perusahaan 



30 
 

 
 

memerlukan informasi mengenai status keuangan dan prospek perusahaan dimasa 

datang.  

Ada beberapa tujuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah : 

1. Dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran. 

2. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor ke kas Negara. 

3. Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan 

4. Dasar untuk meminta restitusi 

5. Alat pertahanan wajib pajak dan menjawab pemeriksaan atau penyelidikan 

pajak. 

Dilihat dari pengenaan  Pajak Pertambahan Nilai barang yang dibeli oleh 

perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-

nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian  kedua  jenis  

barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN 

yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya dalam  

perhitungan pajak penghasilan nantinya. 

 Salah satu keputusan yang sulit dihadapi suatu perusahaan adalah 

menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga sama di setiap perusahaan 

yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan dan laba. Tetapi kombinasi 

optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengn sifat produk dan pasar. 

 Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat 

dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan): 

1) Pembelian barang/persediaan yang PPN- nya dapat dikreditkan 

PT ABC membeli barang persediaan dalam bulan desember 2010 dengan harga 

Rp.25.000.000,- dengan sistem kredit kapada PT. D. 
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    Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut: 

 Pembelian         25.000.000,- 

    PPN Masukan     2.500.000,- 

                Utang                        27.500.000,- 

2) Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan 

PT ABC melakukan pembelian mesin foto copy dengan harga Rp 10.000.000,- 

dengan kredit pada bulan agustus tahun 2010 dari perusahaan PT Y. Transaksi 

ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut: 

     Mesin                  10.000.000,- 

     PPN Masukan       1000.000 

                  Utang                         11.000.000 

3) Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan 

 PT ABC melakukan pembelian alat tulis kantor dengan harga Rp 15.000,-

secara tunai ditambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan proses produksi.  Pajak Masukan tidak boleh di 

kreditkan. PPN yang tidak dapat di kreditkan dapat di bebankan sebgai biaya 

operasi. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut : 

     Alat tulis           15.000 

     Biaya PPN           1.500            

                          Kas                      16.500 

4).Pembelian barang/Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan 

  PT. ABC melakukan pembelian kendaraan sepeda motor untuk keperluan 

administrasi kantor seharga Rp. 22.000.000,- secara tunai. Pajak Masukan 

pembelian kendaraan motor tidak dapat di  kreditkan.  Namun pajak tersebut 
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dapat di bebankan sebagai biaya perolehan kendaraan, jadi tidak dapat di 

bedakan sekaligus di tahun perolehannya, melainkan di susut sesuai dengan 

tarif penyusutanya. Transaksi ini di catat dengan ayat jurnal sebagai berikut: 

     Kendaraan Motor 24.200.000 

  Kas    24.200.000 

5).Pembelian dengan potongan 

PT. ABC membeli Trafo 25 KVA seharga Rp. 25.000.000,- dengan potongan 

pembelian Rp. 2.000.000,- secara kredit. Jika pembayaran di lakukan periode 

yang di tentukan tarif PPN 10%. Transaksi di catat sebagai berikut: 

     Pembelian     25.000.000,- 

Cadangan potongan pembelian       (2.000.000,-) 

PPN Masukan     2.300.000,- 

   Utang         25.300.000,- 

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam jangka waktu yang di 

tentukan maka pembelian tidak berhak atas potongan. Pembayaran utang 

pembelian ini di catat dalam jurnal sebagai berikut: 

    Utang      25.300.000,- 

PPN Masukan        2.500.000,- 

    Rugi karena potongan tidak diambil     2.000.000,- 

         Kas    29.800.000,- 

Karena potongan tidak diambil oleh pembeli maka PPN Masukan atas 

potongan yang belum dihitung pada saat pembelian harus di bebankan. 

Demikian pula Penjualan harus memperhitungan PPN terutang dengan jumlah 

yang sama. 



33 
 

 
 

6) Pengembalian pembelian 

Kerena tidak sesuai dengan spesifik barang yang dibutuhkan perusahaan 

pembelian sebanyak Rp. 2.000.000,- di tambah PPN 10% di kembalikan 

kepada penjual. Transaksi ini di catat sebagai berikut: 

Utang  2.200.000,- 

       Pembelian   2.000.000,- 

PPN Masukan 1.000.000,- 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1.  Mapping Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama/ 

Tahun 
Judul 

Variabel 

X 

Variabel 

Y 

Model 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Andre 

(2009) 

Penerapan 

Akuntansi 

Pajak 

Pertambaha

n Nilai 

(PPN) pada 

PT Enam 

Enam 

Group 

Medan 

Penerapan 

Akuntansi 

Pajak 

Pertambah

an Nilai 

PT Enam 

Enam 

Group 

Medan 

Metode 

analisis 

deskriptif  

Akun PPN 

yang 

diterapkan 

perusahaan 

telah memadai 

sesuai dengan 

prinsip-prinsip 

akuntansi 

(SAK)  yang 

berlaku dan 

peraturan 

perpajakan  

2 Milda 

(2011)  

Akuntansi 

Pajak 

Pertambaha

n Nilai Pada 

PT. Agung 

Sumatera 

Samudera 

Abadi 

Medan 

Akuntansi 

Pajak 

Pertambah

an Nilai 

PT Agung 

Sumatera 

Samudera 

Abadi 

Medan 

Metode 

analisis 

deskriptif  

perbedaan 

omzet yang 

dihasilkan dari 

faktor-faktor 

penyebab 

perbedaan 

omzet PPN 

dan PPh yaitu 

karena 

perbedaan 

pengakuan 

penjualan dan 
pembuatan 

faktur pajak. 
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3 Santi 

Whaskita

(2013) 

Penerapan 

Akuntansi 

Pajak 

Pertambaha

n Nilai 

(PPN) Pada 

PT 

Indoprima 

Gemilang  

Penerapan 

Akuntansi 

Pajak 

Pertambah

an Nilai 

Harga 

pokok PT 

Indoprima 

Gemilang 

Metode 

analisis 

deskriptif  

Pelaporan SPT 

Masa PPN dan 

pembayaranya 

selalu tepat 

waktu tidak 

pernah ada 

keterlambatan 

dan cara 

penyajian 

datanya sangat 

jelas dan 

lengkap 

 

C. Kerangka Konseptual 

 Sebagai jenis pajak yang dikonsumsi di dalam negeri pajak pertambahan 

nilai (PPN) dikenakan pada setiap tingkatan atas penyerahan Barang Kena Pajak 

(BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), sepanjang terdapat pertambahan nilai 

didalamnya dan sesuai dengan prinsip pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) yakni dikenakan ditempat tujuan. Jadi setiap orang atau badan yang 

melakukan penyerahan barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) 

memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Begitu juga 

dengan kegiatan yang dilakukan oleh CV. Aneka Elektro sebagai Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) termasuk kedalam objek yang di kenakan Pjak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

 CV. Aneka Elektro adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa 

kontraktor listrik. Pada saat terjadfinya transaksi pembelian dan penjualan jasa di 

CV. Aneka Elektro maka akan dipungut pajak masukan dan pajak keluaran. 

Dalam perkembangannya perusahaan mengatur sedemikian rupa pajak yang akan 

dibayar sehingga pajaknya dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan 

bukan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah perhitungan Pajak 
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Pertambahan Nilai (PPN) yang baik dan benar sesuai dengan peraturan pajak yang 

ada dan dapat memberikan informasi yang baik tentang pencatatan, penghitungan 

dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperusahaan. Sehingga perusahaan 

menjadi wajib pajak yang baik dalam menjalankan aktivitas usahanya dan dalam 

pelaporan serta pembayaran pajak. 

 Proses penerapan, pencatatan, penghitungan dan pelaporan Pajak 

masukan dan pajak keluaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

terbayar pada CV. Aneka Elektro dapat digambarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1.  Kerangka Konseptual 

CV. Aneka Elektro 

Penjualan Jasa 

Pajak 

Masukan 

 

Pajak 

Keluaran 

Analisis Penerapan PPN 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti pada skripsi ini adalah 

pendekatan asosiatif/kuantitatif. Pendekatan ini mempunyai tujuan yaitu untuk 

mengetahui derejat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau 

lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang 

berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala yang 

timbul dari permasalahan yang ditemukan dilapangan. Penelitian ini membahas 

tentang pengaruh variabel bebas  yaitu tentang analisis penerapan pajak masukan 

dan pajak keluaran terhadap variabel terikat yaitu pajak pertambahan nilai 

terbayar pada CV. Aneka Elektro 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan pada CV. Aneka Elektro yang terletak di 

Jalan Masjid Komplek Taman Kyoto Blok A No 12 Kelurahan Tanjung Rejo 

Kecamatan Medan Sunggal Medan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai bulan Juli 2018. Adapun rancangan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1.  Rancangan Waktu Penelitian 

1 Penulisan Proposal

2 Seminar Proposal

3 Perbaikan Proposal

4 Pengumpulan Data

5 Pengolahan Data

6 Analisis Data

7 Penulisan Skripsi

8 Bimbingan Skripsi

9 Ujian Skripsi

No
Juli Agustus September Oktober

Bulan
Uraian Kegitan

 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012: 61) “Variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Pada penelitian ini telah ditentukan 3 variabel, yaitu dua variabel 

bebas dan satu variabel terikat yaitu: “Analisis Penerapan Pajak Masukan dan 

Pajak Keluaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terbayar Pada CV. Aneka 

Elektro”. 

 Variabel bebas atau variabel independen menurut Sugyono (2011: 61), 

adalah: “Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah pajak pertambahan nilai terbayar (Y) yang didapat dari 

penerapan pajak masukan dan pajak keluaran pada CV. Aneka Elektro. 

2. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada 



38 

 

variabel dengan cara memberikan arti atau melakukan spesifikasi kegiatan 

maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Deskripsi 

Pajak Masukan  Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang 

seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak 

karena perolehan Barang Kena Pajak  dan/atau 

perolehan Jasa Kena Pajak di luar daerah pabean. 

Sumber: UU No 42 tahun 2009 

Pajak Keluaran  

 

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang 

yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan 

penyerahan Jasa Kena Pajak 

Sumber: UU No 42 tahun 2009 

Pajak Pertambahan 

Nilai  

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi 

barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan 

secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. 

Sumber: UU No 42 tahun 2009 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu data 

yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat 

menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. 

2. Sumber Data 
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Sumber data yang digunakan dalam peneliti ini adalah data primer yaitu 

data yang diperoleh dari sumber datanya atau data yang kita peroleh dari 

perusahaan yang akan kita teliti. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti 

harus mengumpulkannya secara langsung terkait dengan penghitungan dan 

pelaporan pada Pajak Pertambahan Nilai di perusahan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Secara garis besar ada dua macam wawancara yaitu wawancara tidak 

terstruktur dan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara  tidak  terstruktur  karena  mewawancarai  dalam  bentuk 

komunikasi langsung antara peneliti dan responden tentang garis besar obyek 

penelitian saja tidak secara lengkap menyeluruh (detail). Proses wawancara 

dilakukan dalam  bentuk  tanya  jawab  dalam  hubungan  tatap  muka, 

sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi 

kata-kata verbal dan hasil yang didapat dari komunikasi wawancara baik dan 

terperinci dengan jelas. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi diperoleh dengan melakukan pencatatan atau mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel seperti pajak masukan, pajak keluaran dan data  

lainnya yang berkaitan dengan penelitian di dalam CV. Aneka Elektro. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan peneliti dengan metode 
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deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:35) “Metode deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada 

satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat 

perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain”.   

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran permasalahan 

mengenai bagaimana penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan atas 

pajak masukan dan pajak keluaran pada pajak pertambahan nilai di CV. Aneka 

Elektro. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

a. Sejarah Singkat Perusahaan  

Perseroan Komanditer (CV) Aneka Elektro adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang kontraktor Electrical dan Mecanical yang berlokasi di Jl. 

Mesjid Komplek Taman Kyoto Blok A No. 12 Medan. Usaha kontraktor ini 

berdiri pada tahun 1980 dan perusahaan ini di berinama CV. Aneka Elektro yang 

didirikan oleh Ridwan Ilham sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Pada tahun 

1982 Perusahaan CV. Aneka Elektro dipindah tangankan kepemilikannya kepada 

Ibu Syofeny sebagai pemilik penuh perusahaan. Dan pada tahun 2008 

kepemilikan perusahaan berpindah lagi kepada Meri Rialina dan Sudianto Ely, 

setelah berjalan satu tahun perusahaan CV. Aneka Elektro tepatnya pada tahun 

2009 perusahaan dipindah tangankan kepada Ibu Desi sri prihatini sampai dengan 

sekarang sebagai pemilik perusahaan dengan membeli seluruh saham perusahaan. 

Setelah CV. Aneka elektro berpindah kepemilikannya kepada Ibu desi sri 

prihatini, maka sebagai pimpinan baru membuat peraturan baru dan melanjutkan 

Visi dan Misi perusahaan sebelumnya serta menyusun kembali struktur 

Organisasi perusahaan demi kelancaran operasional perusahaan. 

b. Visi Dan Misi Perusahaan 

1) Visi  
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Visi adalah pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang 

ingin di capai oleh perusahaan dimana yang akan datang.Setiap perusahaan yang 

berdiri tentunya mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan perusahaan, 

begitu juga pada CV. Aneka Elektro mempunyai visi perusahaan yaitu 

menjadikan CV. Aneka Elektro sebagai lembaga penjualan jasa yang tersebar di 

wilayah Indonesia yang prima dalam pelayanan dan terus menuju tingkat 

kesehatan perusahaan yang lebih tinggi dalam industry perdagangan barang dan 

jasa. 

2) Misi  

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan 

dalam usaha mewujudkan visi, dan memberikan garis besar cara pencapaian visi 

tersebut, perusahaan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar 

semakin handal dalam pengabdiannya dan mencapai hasil kerja yang optimal 

yang turut berperan serta dalam mengembangkan lingkungan sekitar jaringan 

kantor pelayanan dimana berlokasi dan dalam pembangunan nasional melalui 

bidang usaha pembiayaan yang menjadi usaha pokok perusahaan. Menyediakan 

pembiayaan konsumen yang didukung oleh tenaga-tenaga yang terampil, ilmu 

teknologi serta sistem yang efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan yang 

memuaskan dan berkualitas, serta menjaga hubungan baik dan kredibilitas dengan 

rekan usaha dan nasabah juga mengoptimalisasikan kinerja perusahaan. 

2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi berarti penetapan fungsi tugas dan tanggung jawab 

serta wewenang dari masing-masing karyawan. Oleh karena itu dengan adanya 

struktur organisasi diharapkan setiap bagian dapat melaksanakan tugasnya 

masing-masing dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Misalnya 
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bagian akuntansi memungkinkan terjadinya kesalahan transaksi sehingga data 

yang dihasilkan adalah data yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. 

Organisasi dan manajemen yang baik akan memberikan keseimbangan 

pada tugas, system informasi manajemen kekuasaan,kesatuan perintah,wewenang 

serta tanggung jawab. Hal ini member efek yang positif pada perusahaan dimana 

perusahaan aktivitasnya yang digambarkan dalam struktur organisasi. Oleh karena 

itu setiap struktur organisasi dibentuk sebaik mungkin oleh pemilik perusahaan 

dan menempatkan tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya masing-masing,secara 

ringkas struktur organisasi dapat dicantumkan sebagai berikut : 

a) Direktur 

Direktur sebagai pemimpin tertinggi dalam perusahaan yang berfungsi 

memimpin keseluruhan aktivitas-aktivitas perusahaan dan mengambil keputusan 

dalam menetapkan kebijakan dan pengendalian kegiatan perusahaan.Direktur juga 

dapat menyetujui dan menolak pengangkatan dan pemberhentian setiap bagian 

dalam penambahan tenaga kerja, meningkatkan motivasi kerja karyawan, 

mengadakan perencanaan tentang keadaan perusahaan  dimasa yang akan datang 

dan memberikan pengesahaan atas pembelian atas alat inventaris perusahaan, 

serta mengkordinasikan pelaksanaan tugas setiap bagian dan menerima laporan 

tertulis dari setiap bagian tersebut. 

b) Wakil direktur 

Wakil Direktur sebagai wakil pimpinan dalam perusahaan bertugas 

mewakili atau membantu direktur dalam hal menyelesaikan pekerjaan secara 

keseluruhan dan apabila direktur berhalangan maka Wakil direktur akan 

menggantikan posisi direktur, apabila ada sesuatu hal yang mengharuskan 

membuat kebijakan yang bisa merugikan perusahaan, maka wakil direktur wajib 
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bermusyawarah terlebih dahulu kepada direktur sebagai pimpinan tertinggi dalam 

perusahaan. 

c) Bagian Keuangan 

Adapun tugas-tugas bagian keuangan adalah sebagai berikut : 

1) mengkoordinasi kegiatan penyusuana anggaran tahunan perusahaan sampai 

saat pengesahaan untuk disampaikan kepada direktur. 

2) membina serta menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan penyesuaian 

keuangan yang teratur. 

3) mengkoordinasi kelancaran semua penerimaan dan pengeluaran kas. 

4) menetapkan sumber pendapatan dan pendayaan perusahaan. 

5) menyiapkan laporan biaya proyek dan laporan keuangan secara keseluruhan . 

6) memberikan pengarahan dan memotivasi karyawan agar bekerja lebih giat 

guna mencapai tujuan perusahaan. 

7) berhak mendelegasikan wewenangnya dan pertanggungjawaban dari bagian 

administrasi keuangan. 

d) Project Manager 

Project manager memiliki tanggungjawab atas segala kegiatan operasional 

project perusahaandan atas kegiatan operasional project secara langsung, 

melaksanakan wewenang yang telah didelegasikan oleh atasan demi kepentingan 

perusahaan. 

e) Koordinator Area 

Koordinator Area memiliki tanggungjawab atas segala kegiatan 

operasional project perusahan dalam lingkungan area yang dipimpinnya untuk 

mengkoordinir semua pekerjaan yang dalam masa pekerjaan sampai kelengkapan 

dokumentasi pekerjaan. 
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f) Bagian Pendistribusian Material 

Bagian Pendistribusian material bertanggungjawab atas segala kegiatan 

operasi perusahaan diantaranya bertanggungjawab kepada konsumen,memeriksa 

kembali barang yang akan didistribusikan apakah sesuai dengan yang diharapkan 

konsumen terhadap barang yang akan didistribusikan, bertanggungjawab terhadap 

keamanan dan menjaga setiap fisik barang tetap utuh apabila sampai kepada 

konsumen. 

g) Bagian Administrasi 

Bagian administrasi bertanggungjawab mengelola seluruh dokumen 

pekerjaan untuk dilakukan pengajuan invoice kepada konsumen. 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Aneka Elektro 

 

DIREKTUR

Desi Sri Prihatini

WAKIL DIREKTUR

Chartam Sulaiman, ST,. MM

ADM. KEUANGAN

Titan Handiani, Amd

ADMINISTRASI

Tiara Lumban Gaol

PROJECT  MANAGER

Aswardianto, SH

KOOR. AREA

Marlestinus Sihite

ANGGOTA
Wahid Yoga Saputra

Didi Winarno
Rian Aryanto

PENDISTRIBUSIAN 
MATERIAL

Ahmad Mulyana

ANGGOTA 

Astri Muhlizar
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3. Menghitung PPN Pajak Masukan Dan PPN Pajak Keluaran 

  CV. Aneka Elektro adalah Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

21.130.660.0-124.000. Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam 

peraturan perpajakan, salah satunya hak dan kewajiban perpajakan atas Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) adalah dengan memberlakukannya PPN pada setia 

transaksi penjualan jasa di perusahaan. Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh 

CV. Aneka Elektro dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yaitu dimulai pada saat 

CV. Aneka Elektro melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dimana 

kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi oleh CV. Aneka Elektro yaitu sebagai 

berikut: 

a) Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang 

diserahkan. 

b) Membuat Kwitansi, Invoice dan Faktur Pajak untuk setiap transaksi. 

c) Melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas segala transaksi yang 

menggunakan faktur pajak. 

d) Melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas perhitungan yang 

dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak. 

e) Mengarsip semua copy Faktur Pajak yang telah dibuat. 

f) Merekap pencatatan transaksi yang menggunakan faktur pajak. 

g) Melampirkan faktur pembelian dan faktur penjualan pada Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak. 

 Peneliti dalam melakukan penelitian pada CV. Aneka Elektro melakukan 

berbagai pedoman dalam pemeriksaan pajak yaitu dengan mengecek laporan laba 

rugi, neraca keuangan, faktur pajak, SPT Masa PPN dan dokumen pendukung 
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lainnya. Penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang 

dilakukan dengan merekap semua transaksi penjualan selama 1 (satu) bulan, 

kemudian setelah direkap dan datanya sesuai dengan rekapan di e-faktur langsung 

dibuatkan surat setoran elektronik atau yang biasa disebut ebilling, selanjutnya 

cetak SSP Masa yang bisa di bayarkan melalui kantor pos dan Bank. Setelah 

melakukan penyetoran CV. Aneka Elektro melakukan pelaporan SPT Masa PPN 

bias datang langsung ke KPP Pratama Medan Petisah tempat perusaaan terdaftar 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bias dilakukan pelaporan secara online 

die filling pajak. Untuk saat ini perusaahan CV. Aneka sudan 2 (dua) tahun 

melakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui online dengan menggunakan sistem 

DJP Online, bukti pelaporan SPT Masa PPN bisa langsung di print atau diemail. 

Untuk melakukan penghitungan berapa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan 

dipungut baik pada saat melakukan transaksi pembelian maupun penjualan jasa 

yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:   

PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif 10% 

Contoh : 

Pembelian 1 unit Trafo 100 Kva tahun 2016 kepada PT. Centrado Prima Int’l 

sebesar Rp 136.366.370,- . Jadi PPN masukan yang harus dibayarkan: 

PPN = Rp 136.366.370,- x 10% 

PPN = Rp 13.636.637,- 

Penjualan Jasa pemasangan Trafo dan penambahan daya listrik di Gedung LPMP 

(Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang beralamat di jl. bunga asoka 

medan sebesar Rp 681.741.000,-. Penghitungan PPN Keluaran yang harus di setor 

adalah: 

PPN = Rp 681.741.000,- x 10% 
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PPN = Rp 68.174.100,- 

 Tabel 4.1 Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran tahun 2013,   

 2014, 2015, 2016 dan 2017.  

2013 2014 2015 2016 2017

1 PPN Masukan 13,636,637        

2 PPN keluaran 29,260,090        32,719,000        9,932,260          292,299,857      506,093,470      

Tahun 
No Transaksi

Sumber : CV. Aneka Elektro 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukan PPN masukan pada tahun 2016 

sebesar Rp. 13.636.637, untuk tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 pembelian 

dilakukan tanpa menggunakan PPN. PPN keluaran pada tahun 2013 sebesar Rp 

29.260.090,-, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 32.719.000,-, pada tahun 

2015 terjadi penurunan yang disebabkan oleh transaksi penjualan dilakukan tanpa 

menggunakan PPN sebesar Rp 9.932.260, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 

292.299.857, dan pada tahun 2017 transaksi penjualan jasa semua vendor sudah 

menggunakan PPN sehingga PPN keluaran yang diperoleh sebesar Rp. 

506.093.470,-. Jumlah tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan transaksi 

pembelian dan penjualan setelah dikalihkan 10% (tarif pajak PPN) dari setiap 

transaksi. 

Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran pada tahun 2016 dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

Pada masa pajak tahun 2016 

PPN Keluaran        Rp 292.299.857,- 

PPN Masukan        Rp 13.636.637,- 

Maka PPN Keluaran – PPN Masukan = Rp 278.663.220,- ( PPN kurang bayar) 

Nilai PPN tersebut adalah nilai yang harus PKP lapor ke Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama tempat PKP terdaftar. 
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4. Penerapan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Sesuai Dengan Undang-   

    Undang No 42 Tahun 2009 

 Setiap Wajib Pajak (WP) mempunyai kewajiban melakukan penyetoran 

dan pelaporan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar kepada Kas 

Negara ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya. 

Apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran Pajak 

Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan 

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang 

terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal 

pembayaran. 

 Setiap Wajib Pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib 

melakukan pelaporan atas seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku saat 

ini. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kententuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 3 yang berisi tentang batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 

20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar 

Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 
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untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

badan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Perhitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran  

 Pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 CV. Aneka Elektro telah 

melakukan transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak dan melakukan pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan jasa yang dilakukan kepada 

customer. Pemungutan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengalikan 

tarif 10% Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan dengan besarnya Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) atas transaksi penyerahan jasa tersebut.  

 Berikut data penghitungan mengenai Pajak masukan dan pajak keluaran 

CV. Aneka Elektro Tahun 2013, 2014, 2015,2016 dan 2017. 

Tabel 4.2 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2013 

DPP PPN

Januari

Februari

Maret

April 53,000,900      5,300,090        5,300,090        

Mei

Juni

Juli

Agustus

September 239,600,000    23,960,000      23,960,000      

Oktober

November

Desember

Jumlah 292,600,900        29,260,090          29,260,090          

Penyerahan yang harus 

dipungut sendiri

Bulan

Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)PPN Masukan
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 Dari tabel diatas dapat dilihat hasil Pajak Keluaran yang diperoleh 

perusahaan dari penjualan sebesar Rp. 292.600.900,- menghasilkan Pajak 

Keluaran sebesar Rp. 29.260.090,- dengan total penjualan dalam tahun 2013 Rp. 

321.860.990 ,- . Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor perusahaan 

pada tahun 2013 sebesar Rp 29.260.090,-. Pada tahun 2013 banyak melakukan 

transaksi tidak menggunakan faktur pajak, kontrak kerjasama yang dijalin antar 

vendor tidak menggunakan faktur. Sehingga untuk pendapatan penjualan 

dilaporan keuangan berbeda dengan dilaporan SPT tahunan. 

Tabel 4.3 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2014 

DPP PPN

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September 327,190,000    32,719,000      32,719,000      

Oktober

November

Desember

Jumlah 327,190,000        32,719,000          32,719,000          

Penyerahan yang harus 

dipungut sendiri

Bulan

Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)PPN Masukan

 

 Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat hasil yang diperoleh dari Pajak Keluaran 

atas penjualan jasa sebesar Rp. 327.190.000,- dengan Pajak Keluaran sebesar Rp. 

32.719.000,- dan total penjualan dalam tahun 2014 Rp. 359.909.000,- nilai 

teresebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Tahun 2014 banyak 

melakukan transaksi tidak menggunakan faktur pajak, kontrak kerjasama yang 

dijalin antar vendor tidak menggunakan faktur. Sehingga untuk pendapatan 

penjualan dilaporan keuangan berbeda dengan dilaporan SPT tahunan. 
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Tabel 4.4 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2015 

DPP PPN

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September 48,977,100      4,897,710        4,897,710        

Oktober 50,345,500      5,034,550        5,034,550        

November

Penyerahan yang harus 

dipungut sendiri

Bulan

Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)PPN Masukan

 
 Dari tabel 4.4 hasil yang didapat atas Pajak Keluaran yang diperoleh 

perusahaan dari penjualan kepada konsumen sebesar Rp. 99.322.600,-

menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 9.932.260,- dengan total penjualan 

dalam tahun 2015 Rp. 109.254.860,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Tahun 

2015 banyak melakukan transaksi tidak menggunakan faktur pajak, kontrak 

kerjasama yang dijalin antar vendor tidak menggunakan faktur. Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp 9.932.260,- 

Tabel 4.5 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2016 

DPP PPN DPP PPN

Januari 139,024,000    13,902,400    13,902,400   

Februari 131,000,000    13,100,000    13,100,000   

Maret 127,300,000    12,730,000    12,370,000   

April 85,500,000      8,550,000      8,550,000     

Mei 28,400,000      2,840,000      2,840,000     

Juni 382,223,166    38,222,317    38,222,317   

Juli 181,572,780    18,157,278    13,363,637   4,793,641     

Agustus 435,522,060    43,552,206    681,741,000  68,174,100  111,726,306 

September 144,097,560    14,409,756    14,409,756   

Oktober 132,093,000    13,209,300    13,209,300   

November 288,500,000    28,850,000    28,850,000   

Desember 166,025,000    16,602,500    16,602,500   

Penyerahan yang harus 

dipungut sendiri

Bulan

Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)

PPN 

Masukan

Penyerahan yang harus 

dipungut oleh Pemungut 

PPN
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 Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran yang 

diperoleh perusahaan dari penjualan kepada konsumen yang dipungut sendiri 

sebesar Rp. 2.241.257.566,- menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 

224.125.757,- dengan total penjualan dalam tahun 2016 Rp. 2.465.383.323,- 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan pajak keluaran yang penyerahannya 

dipungut oleh pemungut PPN (bendahara negara/pemerintah) sebesar Rp 

681.741.000,- dengan pajak keluaran sebesar Rp 68.174.100,-. Sedangkan Pajak 

Masukan dari pembelian barang sebesar Rp 133.636.370,- mengasilkan pajak 

masukan sebesar Rp 13.363.637,- sehingga total penjualan tahun 2016 sebesar Rp 

3.147.124.323,-. Untuk pelaporan pajaknya yaitu pajak masukan dikreditkan 

dengan pajak keluaran dengan perhitungan penjualan sebesar Rp 292.299.857,-  

dikurangi pajak masukan sebesar Rp 13.363.637,- jadi yang harus disetor ke kas 

negara sebesar Rp 278.576.220,-. 

Tabel 4.6 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2017 

DPP PPN

Januari 76,500,000      7,650,000        7,650,000        

Februari 742,000,000    74,200,000      74,200,000      

Maret 338,840,000    33,884,000      33,884,000      

April 254,100,000    25,410,000      25,410,000      

Mei 269,360,000    26,936,000      26,936,000      

Juni 258,116,500    25,811,650      25,811,650      

Juli 484,061,552    48,406,155      48,406,155      

Agustus 481,193,400    48,119,340      48,119,340      

September 666,538,200    66,653,820      66,653,820      

Oktober 831,044,550    83,104,455      83,104,455      

November 460,125,000    46,012,500      46,012,500      

Desember 199,055,500    19,905,550      19,905,550      

Jumlah 5,060,934,702    506,093,470        -                              506,093,470        

Penyerahan yang harus 

dipungut sendiri

Bulan

Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)PPN Masukan

 

 Dari tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran yang 

diperoleh perusahaan dari penjualan kepada konsumen sebesar Rp. 
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5.060.934.702,-menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 506.093.470,- dengan 

total penjualan dalam tahun 2017 Rp. 5.567.028.172,- termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai. Jadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor ke kas 

negara sebesar Rp 506.093.470,- atas penjualan jasa. 

 Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan menetapkan proses 

pembayaran dilakukan dengan cash atau tunai, tetapi perusahaan juga melakukan 

penjualan jasa secara kredit. Pada saat melakukan penjualan perusahaan akan 

mengeluarkan invoice atas transaksi penjualan tersebut serta mengeluarkan Faktur 

Pajak yang mencantumkan besarnya pajak yang harus dipungut oleh perusahaan. 

Dalam hal pembelian, pada saat melakukan pembelian perusahaan akan menerima 

invoice beserta Faktur Pajak yang mencantumkan besarnya Pajak Masukan 

perusahaan. 

 Dari transaksi penjualan dan pembelian perusahaan melakukan 

penjurnalan atas pajak masukan yang dibayarkan perusahaan dan pajak keluaran 

yang disetor peursahaan dengan data jurnal sebagai berikut: 

             Tabel 4.7 Jurnal PPN keluaran. 

Debit Kredit

Tahun 2013

Kas 321,860,990       

             Penjualan 292,600,900       

             PPN Keluaran 29,260,090         

Tahun 2014

Kas 359,909,000       

             Penjualan 327,190,000       

             PPN Keluaran 32,719,000         

Tahun 2015

Kas 109,254,860       

             Penjualan 99,322,600         

             PPN Keluaran 9,932,260            
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Debit Kredit

Tahun 2016

Kas 3,215,298,423     

             Penjualan 2,922,998,566     

             PPN Keluaran 292,299,857       

Tahun 2017

Kas 5,567,028,172     

             Penjualan 5,060,934,702     

             PPN Keluaran 506,093,470        

                              Tabel 4.8 Jurnal PPN Masukan. 

Debit Kredit

Tahun 2016

Pembelian 133,636,370       

PPN Masukan 13,363,637         

              Kas 147,000,007        

 

2. Penerapan Pajak Masukan Dan Pajak keluaran Sesuai Dengan Undang-   

    Undang No 42 Tahun 2009 

 Surat Pemberitahuan Masa PPN harus dibuat oleh perusahaan pada saat 

akan melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Sebelum membuat SPT 

MASA PPN perusahaan melakukan penghitungan terhadap semua tagihan yang 

menggunakan faktur pajak kemudian setelah nilai tersebut didapat, perusahan 

membuat e-billing untuk selanjutnya dilakukan pembayaran pajak bisa di kantor 

pos, Bank atau di tempat DJP terdaftar. Dalam hal ini CV. Aneka Elektro wajib 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang serta melaporkan 

pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. 

 Dibawah ini data mengenai penyetoran dan pelaporan  Pajak Pertambahan 

Nilai pada perusahaan CV. Aneka Elektro, apakah perusahaan dalam melakukan 

penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

yaitu: 
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Tabel 4.9 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2013 

Januari 07-02-2013 Sesuai UU

Februari 04-03-2013 Sesuai UU

Maret 5,300,090        18-04-2013 Sesuai UU

April 06-05-2013 Sesuai UU

Mei 05-06-2013 Sesuai UU

Juni 28-07-2013 Sesuai UU

Juli 16-08-2013 Sesuai UU

Agustus 24-09-2013 Sesuai UU

September 23,960,000      25-10-2013 Sesuai UU

Oktober 15-11-2013 Sesuai UU

November 19-12-2013 Sesuai UU

Desember 12-01-2014 Sesuai UU

Masa Pajak Tgl Setor
Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)

KETERANGAN 

Sesuai/Tidak

dengan UU PPN

No. 42 Tahun 2009 

 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas hasil yang didapat adalah perusahaan selama 

tahun 2013 CV. Aneka Elektro dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai tidak terdapat keterlambatan. 

Tabel 4.10 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 

Januari 27-01-2014 Sesuai UU

Februari 26-02-2014 Sesuai UU

Maret 27-03-2014 Sesuai UU

April 22-04-2014 Sesuai UU

Mei 27-05-2014 Sesuai UU

Juni 15-07-2014 Sesuai UU

Juli 14-08-2014 Sesuai UU

Agustus 17-09-2014 Sesuai UU

September 32,719,000      15-10-2014 Sesuai UU

Oktober 23-11-2014 Sesuai UU

November 28-12-2014 Sesuai UU

Desember 22-01-2015 Sesuai UU

Bulan Tgl Setor
Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)

KETERANGAN 

Sesuai/Tidak

dengan UU PPN

No. 42 Tahun 2009 
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 Berdasarkan tabel 4.10 diatas hasil yang didapat adalah selama tahun 2014 

CV. Aneka Elektro dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai tidak terdapat keterlambatan serta dalam pelaporan SPT Masa 

PPN sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. 

    Tabel 4.11 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 

Januari 19-02-2015 Sesuai UU

Februari 10-03-2015 Sesuai UU

Maret 16-04-2015 Sesuai UU

April 06-05-2015 Sesuai UU

Mei 13-06-2015 Sesuai UU

Juni 02-07-2015 Sesuai UU

Juli 12-08-2015 Sesuai UU

Agustus 02-09-2015 Sesuai UU

September 4,897,710        26-10-2015 Sesuai UU

Oktober 5,034,550        14-11-2015 Sesuai UU

November 17-12-2015 Sesuai UU

Desember 26-01-2016 Sesuai UU

Bulan Tgl Setor

Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)

KETERANGAN 

Sesuai/Tidak

dengan UU PPN

No. 42 Tahun 2009 

 

 Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 

CV. Aneka Elektro dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai tidak terdapat keterlambatan sehingga CV. Aneka Elektro 

dalam pelaporan SPT Masa PPN sudah sesuai dengan peraturan undang-undang 

perpajakan. Transaksi  penjualan jasa yang dilakukan selama tahun 2013, 2014 

dan 2015 dari table diatas yang kita lihat nilai pajaknya kecil, disebabkan selama 

tahun tersebut perusahaan belum sepenuhnya memberlakukan faktur pajak pada 

setiap transaksi penjualan jasa, perusahaan CV. Aneka Elektro masih 

menggunakan kontrak non PPN jadi tagihan yang dilakukan hanya menggunakan 

invoice tidak menggunakan faktur pajak. 
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Tabel 4.12 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016 

Januari 13,902,400      29-02-2016 Sesuai UU

Februari 13,100,000      29-03-2016 Sesuai UU

Maret 12,370,000      15-04-2016 Sesuai UU

April 8,550,000        04-05-2016 Sesuai UU

Mei 2,840,000        20-05-2016 Sesuai UU

Juni 38,222,317      21-07-2016 Sesuai UU

Juli 4,793,641        19-08-2016 Sesuai UU

Agustus 111,726,306    29-09-2016 Sesuai UU

September 14,409,756      28-10-2016 Sesuai UU

Oktober 13,209,300      30-11-2016 Sesuai UU

November 28,850,000      27-12-2016 Sesuai UU

Desember 16,602,500      31-01-2017 Sesuai UU

Bulan Tgl Setor

Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)

KETERANGAN 

Sesuai/Tidak

dengan UU PPN

No. 42 Tahun 2009 

 

 Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 

CV. Aneka Elektro dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai tidak ada keterlambatan serta perusahaan dalam melakukan 

pelaporan SPT Masa PPN sudah sesuai dengan peraturan undang-undang 

perpajakan. 

      Tabel 4.13 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017 

Januari 7,650,000        27-02-2017 Sesuai UU

Februari 74,200,000      19-04-2017 Tidak Sesuai UU

Maret 33,884,000      22-05-2017 Tidak Sesuai UU

April 25,410,000      06-09-2017 Tidak Sesuai UU

Mei 26,936,000      06-09-2017 Sesuai UU

Juni 25,811,650      20-07-2017 Sesuai UU

Juli 48,406,155      09-06-2017 Tidak Sesuai UU

Agustus 48,119,340      26-10-2017 Tidak Sesuai UU

September 66,653,820      12-07-2017 Tidak Sesuai UU

Oktober 83,104,455      02-01-2018 Tidak Sesuai UU

November 46,012,500      04-01-2018 Tidak Sesuai UU

Desember 19,905,550      05-02-2018 Tidak Sesuai UU

Bulan Tgl Setor

Kurang 

Bayar/(Lebih 

Bayar)

KETERANGAN 

Sesuai/Tidak

dengan UU PPN

No. 42 Tahun 2009 
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 Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2017 

perusahaan mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran Pajak 

Pertambahan Nilai pada Masa Pajak Februari, Maret, April, Juli, Agustus, 

September, Oktober, November, dan Desember. Akibat keterlambatan dalam 

pembayaran dan penyetoran pajak tersebut akan perusahaan mendapatkan sanksi 

administrasi berupa denda yang harus perusahan setor ke kantor Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 Dilihat dari setiap penjabaran pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada 

tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 diatas perusahaan tidak mengalami 

keterlambatan pelaporan pajak sehingga perusahaan tidak dikenakan denda 

administrasi, tetapi untuk tahun 2017 CV. Aneka Elektro mengalami 

keterlambatan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada Masa Pajak 

bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan 

Desember. Sehingga perusahaan wajib melakukan pembayaran sanksi 

administrasi  sebesar Rp. 500.000,- x 9 bulan = Rp. 4.500.000,-. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penghitungan PPN Masukan dan PPN keluaran yang dilakukan oleh CV. 

Aneka Elektro sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan peraturan 

perpajakan yaitu dengan mengkreditkan PPN Keluaran pada PPN Masukan 

sehingga akan didapatkan PPN terutang atau kurang bayar. Pencatatan yang 

dilakukan CV. Aneka Elektro sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan 

No 42 Tahun 2009. 

2. Sistem penerapan pencatatan, penyetoran dan pelaporan tentang Pajak 

pertambahan Nilai yang dilakukan CV. Aneka Elektro telah sesuai dengan 

Undang-undang No 42 tahun 2009. Dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tetapi pada tahun 

2017 perusahaan mengalami keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT 

MAsa PPN yang mengakibatkan perusahaan CV. Aneka Elektro menerima 

surat dari KPP Pratama Medan Petisah yang berisi tentang sanksi administrasi 

sebesar Rp 500.000,- x 9 bulan = Rp 4.500.000,- yang harus perusahaan setor 

ke kas negara atas keterlambatan tersebut. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberi saran sebagai berikut:  
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1. CV. Aneka Elektro kedepannya agar tetap mempertahankan ketepatan waktu 

penyetoran dan pelaporan PPN sehingga terhindar dari sanksi administrasi. 

2. Perusahaan CV. Aneka Elektro harus terus update mengenai perubahan-

perubahan tentang peraturan perpajakan yang berkaitan tentang Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 
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